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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.086.206.272.126,00 (satu
triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh
puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan
Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan
sebesar sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar
sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas empat
puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar
lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima
ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar
seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan
puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus
sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
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(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua
miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan
puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat
puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan transfer antardaerah

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus
empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga
ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan
miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu
tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan
miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan
puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan
puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dana darurat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh
juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar
Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua
ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi,



b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

(1)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua
puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus
sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat
puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh
ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh
miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima
puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar
delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh
dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus
lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat
ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan
juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

Belanja Pegawai BOS.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.757.211.317,00 (tiga ratus
tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas
ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.558.754.648,00 (lima
puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp55.540.699.241,00 (lima puluh lima miliar
lima ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.040.336.182,00 (dua belas
miliar empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus
delapan puluh dua rupiah).

Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp128.288.842,00
(seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan
ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp458.400.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus
ribu rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp5.465.102.000,00 (lima miliar empat ratus
enam puluh lima juta seratus dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.492.950.448,00
(dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta
sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan,;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

f. Belanja Barang dan Jasa bos.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp82.141.725.915,00 (delapan puluh dua
miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu
sembilan ratus lima belas rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp98.751.089.092,00 (sembilan puluh delapan
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu
sembilan puluh dua rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp3.926.741.051,00 (tiga miliar sembilan ratus
dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh
satu rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp52.870.021.776,00 (lima puluh dua miliar
delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh
puluh enam rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp2.459.448.314,00 (dua miliar empat
ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan
ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp20.343.924.300,00 (dua puluh miliar
tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu
tiga ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

¢ direncanakan sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar

delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh

dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah Kepada  Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;

c. Belanja Hibah Dana Bos; dan

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.091.313.600,00 (tujuh

miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus

rupiah).

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.502.949.260,00 (delapan miliar

lima ratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua

ratus enam puluh rupiah).

Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 4.276.405.000,00 (empat miliar dua ratus

tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp1.019.265.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus enam

puluh lima ribu rupiah).



Pasal 12

(1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar
empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.

(2) belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl1.122.414.360,00 (satu
miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga
ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar
Rp190.812.600,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua
belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh
satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu
enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh
tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus
empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam
puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam
ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.990.843.000,00
(lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar
empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus
rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan
belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
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Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat
puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan
puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal alat besar;

Belanja Modal Alat Angkutan,;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

Belanja Modal Alat Laboratorium;

Belanja Modal Komputer;

Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima
juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp78.325.000,00 (tujuh
puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.896.018.178,00 (lima
miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan belas ribu
seratus tujuh puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp206.947.179,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.348.712.830,00 (dua
puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus
dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan
ratus delapan puluh ribu rupiah).

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp4.837.563.822,00 (empat miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan
ratus dua puluh dua rupiah).

(10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf I direncanakan sebesar Rp62.303.634,00 (enam puluh dua juta
tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
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(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.211.450,00 (lima juta dua
ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan
ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan
ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Monumen; dan
c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.075.555.830,00 (enam puluh
empat miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu
delapan ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp869.060.000,00 (delapan
ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan,;
b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
c. Belanja Modal Jaringan

(2) Belanja Modal Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.668.937.000,00 (lima puluh
dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.216.456.000,00 (tiga miliar dua
ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp105.450.000,00 (seratus lima juta empat
ratus lima puluh ribu rupiah).
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Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima rtaus
tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan;
b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam
juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.370.608.700,00 (dua
miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh
ratus rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp219.780.000,00
(dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan
puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus
sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri
dari belanja tidak terduga.

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus
sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam
ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah), Yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus
delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus
sembilan rupiah).
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(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan
puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua
ribu dua ratus rupiah).

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp35.242,953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat
puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan
rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp35.242,953.078,00 tiga
puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus
lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), Yang terdiri atas:
a. Pelampauan Penerimaan PAD;

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
c. Penghematan Belanja.

(2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.529.500.500,00 (satu miliar lima
ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp20.242.953.078,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp13.470.499.500,00 (tiga belas miliar empat
ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah).

Pasal 23

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja
daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus/(defisit)  sebesar
Rp35.242,953.078,00 tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh
dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan
rupiah).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp35.242,953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh
dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan

rupiah).
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Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:

08 LAMPIRAN I Yang Memuat Ringkasan Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

2. LAMPIRAN II Yang Memuat Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

3. LAMPIRAN Il Yang memuat daftar nama penerima, alamat
penerima hibah;

4. LAMPIRAN IV Yang memuat daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sosial;

S. LAMPIRANV  Yang memuat daftar nama penerima, alamat

penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;

6. LAMPIRAN VI Yang memuat daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran belanja bagi hasil;

7. LAMPIRAN VII Yang memuat rincian dana otonomi khusus
menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok , jenis, objek, dan rincian objek dan sub

rincian objek  pendapatan, belanja  dan
pembiayaan,;

8. LAMPIRAN VIII Yang memuat rincian DBH/SDA pertambangan
minyak bumi dan pertambangan gas
alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi
menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, pembiayaan;

9. LAMPIRAN IX Yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD
dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD
dengan program prioritas perbatasan negara;

10. LAMPIRAN X Yang memuat rekapitulasi dan sinkronisasi
perkada penjabaran APBD yang disajikan
berdasarkan sumber dana;

11. LAMPIRAN XI Yang memuat daftar alokasi anggaran dana
kapitasi per FKTP;

12. LAMPIRAN XII Yang memuat daftar alokasi anggaran dana Bos
per sekolah; dan
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13. LAMPIRAN XIII Yang memuat formulir komitmen pemerintah
daerah menganggarkan barang dan jasa serta
belanja modal berupa produk dalam negeri (PDN),
tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Desember 2022
i

Pj. BUPAT]} BOLAANG MONGONDO

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 29 Desember 2022

(/ Y v'
T SRAHLIS (&LLANGL T
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR REGISTER

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWPROVINSI SULAWESI UTARA
(5/W.11/2022)
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023; .

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp1.086.206.272.126,00 (satu
triliun delapan puluh enam miliar dua ratus enam juta dua ratus tujuh
puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan
Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan
sebesar sebesar Rp1.050.963.319.048,00 (satu triliun lima puluh miliar
sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas empat
puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp52.585.485.093,00 (lima puluh dua miliar
lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima
ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp34.113.457.093,00 (tiga puluh empat miliar
seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan
puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan Rp13.692.028.000,00 (tiga belas miliar enam ratus
sembilan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah).




(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua
miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp989.411.840.235,00 (sembilan ratus delapan
puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat
puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan transfer antardaerah

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp949.545.332.474,00 (sembilan ratus
empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga
ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

(3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp39.866.507.761,00 (tiga puluh sembilan
miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu
tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp8.965.993.720,00 (delapan
miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan
puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp495.580.000,00 (empat ratus sembilan
puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Dana darurat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh
juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar
Rp1.086.206.272.126,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua
ratus enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi,



b. Belanja modal,
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

(1)

@

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp726.736.909.288,00 (tujuh ratus dua
puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus
sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Pegawai,

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat ratus empat
puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh
ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp260.492.950.448,00 (dua ratus enam puluh
miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima
puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar
delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh
dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar empat ratus
lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah).
Pasal 9

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.948.792.230,00 (empat
ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan
juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/ WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

m o0 a

Belanja Pegawai BOS.




(2)

(3)

(4)

(5)

6)

(7)

(8)

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.757.211.317,00 (tiga ratus
tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sebelas
ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.558.754.648,00 (lima
puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp55.540.699.241,00 (lima puluh lima miliar
lima ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.040.336.182,00 (dua belas
miliar empat puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus
delapan puluh dua rupiah).

Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp128.288.842,00
(seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan
ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp458.400.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus
ribu rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp5.465.102.000,00 (lima miliar empat ratus
enam puluh lima juta seratus dua rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

(3)

Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.492.950.448,00
(dua ratus enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta
sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

f. Belanja Barang dan Jasa bos.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp82.141.725.915,00 (delapan puluh dua
miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu
sembilan ratus lima belas rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp98.751.089.092,00 (sembilan puluh delapan
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu
sembilan puluh dua rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp3.926.741.051,00 (tiga miliar sembilan ratus
dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima puluh
satu rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp52.870.021.776,00 (lima puluh dua miliar
delapan ratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh
puluh enam rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp2.459.448.314,00 (dua miliar empat
ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan
ribu tiga ratus empat belas rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp20.343.924.300,00 (dua puluh miliar
tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu
tiga ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

¢ direncanakan sebesar Rp20.889.932.860,00 (dua puluh miliar

delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh

dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja  Hibah Kepada  Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;

c. Belanja Hibah Dana Bos; dan

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.091.313.600,00 (tujuh

miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus

rupiah).

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.502.949.260,00 (delapan miliar

lima ratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua

ratus enam puluh rupiah).

Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 4.276.405.000,00 (empat miliar dua ratus

tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp1.019.265.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus enam

puluh lima ribu rupiah).



Pasal 12

(1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.405.233.750,00 (satu miliar
empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.

(2) belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl1.122.414.360,00 (satu
miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu tiga
ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar
Rp190.812.600,00 (seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua
belas ribu enam ratus rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp161.412.255.623,00 (seratus enam puluh
satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu
enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

e. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh
tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus
empat puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam
puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam
ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.990.843.000,00
(lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan
ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.407.571.700,00 (dua miliar
empat ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus
rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan
belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).



Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp37.849.445.093,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat
puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan
puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal alat besar;

Belanja Modal Alat Angkutan;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga,;

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

Belanja Modal Alat Laboratorium;

Belanja Modal Komputer;

Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp405.483.000,00 (empat ratus lima
juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp78.325.000,00 (tujuh
puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.896.018.178,00 (lima
miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan belas ribu
seratus tujuh puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp206.947.179,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh
tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.348.712.830,00 (dua
puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus
dua belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp8.880.000,00 (delapan juta delapan
ratus delapan puluh ribu rupiah).

(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp4.837.563.822,00 (empat miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan
ratus dua puluh dua rupiah).

(10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf I direncanakan sebesar Rp62.303.634,00 (enam puluh dua juta
tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
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(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.211.450,00 (lima juta dua
ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
sebesar Rp64.944.615.830,00 (enam puluh empat miliar sembilan
ratus empat puluh empat juta enam ratus lima belas ribu delapan
ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Monumen; dan
c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.075.555.830,00 (enam puluh
empat miliar tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu
delapan ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp869.060.000,00 (delapan
ratus enam puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp55.990.843.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
c. Belanja Modal Jaringan

(2) Belanja Modal Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.668.937.000,00 (lima puluh
dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.216.456.000,00 (tiga miliar dua
ratus enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp105.450.000,00 (seratus lima juta empat

ratus lima puluh ribu rupiah).



Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp2.407.571.700,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima rtaus
tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bahan perpustakaan;

b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(1)

(2)

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam
juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.370.608.700,00 (dua
miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan ribu tujuh
ratus rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp219.780.000,00
(dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud.

Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp219.780.000,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan
puluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp5.511.506.506,00 (lima miliar lima ratus
sebelas juta lima ratus enam ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri
dari belanja tidak terduga.

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(2)

huruf d direncanakan sebesar Rp192.545.600.709,00 (seratus
sembilan puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta enam
ratus ribu tujuh ratus sembilan rupiah), Yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4.780.548.509,00 (empat miliar tujuh ratus
delapan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus
sembilan rupiah).



(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp187.765.052.200,00 (seratus delapan
puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh dua
ribu dua ratus rupiah).

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp35.242,953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat
puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan
rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp35.242,953.078,00 tiga
puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus
lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah), Yang terdiri atas:
a. Pelampauan Penerimaan PAD;

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
c. Penghematan Belanja.

(2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.529.500.500,00 (satu miliar lima
ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp20.242.953.078,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh dua
juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah).

(4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp13.470.499.500,00 (tiga belas miliar empat
ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah).

Pasal 23

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja
daerah  mengakibatkan terjadinya  surplus/(defisit) sebesar
Rp35.242,953.078,00 tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh
dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan
rupiah).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp35.242,953.078,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh
dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh delapan

rupiah).



Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:

1. LAMPIRAN I Yang Memuat Ringkasan Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. LAMPIRAN II Yang Memuat Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

3. LAMPIRAN III Yang memuat daftar nama penerima, alamat
penerima hibah;

4. LAMPIRAN IV  Yang memuat daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sosial;

5. LAMPIRANV  Yang memuat daftar nama penerima, alamat

penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;

6. LAMPIRAN VI Yang memuat daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran belanja bagi hasil;

i LAMPIRAN VII Yang memuat rincian dana otonomi khusus
menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok , jenis, objek, dan rincian objek dan sub

rincian objek  pendapatan, belanja  dan
pembiayaan;

8. LAMPIRAN VIII Yang memuat rincian DBH/SDA pertambangan
minyak bumi dan pertambangan gas
alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi
menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, Kkegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, pembiayaan;

9. LAMPIRAN IX Yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD
dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD
dengan program prioritas perbatasan negara;

10. LAMPIRAN X Yang memuat rekapitulasi dan sinkronisasi
perkada penjabaran APBD yang disajikan
berdasarkan sumber dana,

11. LAMPIRAN XI Yang memuat daftar alokasi anggaran dana
kapitasi per FKTP;

12. LAMPIRAN XII Yang memuat daftar alokasi anggaran dana Bos
per sekolah; dan



13. LAMPIRAN XIII Yang memuat formulir komitmen pemerintah
daerah menganggarkan barang dan jasa serta
belanja modal berupa produk dalam negeri (PDN),
tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Desember 2022

PEJABAT PARAF, Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW#(
KABAN BKD :
KABAG HUKUM - J“_' L
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